
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1971

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan

keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan

Nasional;

b. bahwa Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung

dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat

mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-

undang tersebut perlu diganti.

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepolisian Negara;

3. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok

Perbankan;

5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepegawaian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN …
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MEMUTUSKAN:

I. Mencabut : Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960.

II. Menetapkan : Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

(1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut

disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara;

b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal

209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435

K.U.H.P.;

d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri

seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu

kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada

jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

e. barangsiapa …
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e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji

yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-

pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian

atau janji tersebut kepada yang berwajib.

(2) barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk

melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b,

c, d, e pasal ini.

Pasal 2

Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga

orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau

daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum

yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan

hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran

dari negara atau masyarakat.

BAB II.

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 3

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam

Undang-undang ini.

Pasal 4

Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk

diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 5 …
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Pasal 5

Penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang

dianggap perlu untuk penyidikan, segera setelah ia menerima laporan-

laporan atau timbul dugaan yang beralasan dari penyidik tentang adanya

tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-

bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan

yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan

perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Pasal 7

(1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, isteri/suami,

anak cucu dari tersangka, maka setiap orang wajib memberi

keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi

atau ahli kepada petugas penyidik dalam perkara yang

bersangkutan.

(2) Orang yang dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi

seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperiksa sebagai

saksi apabila tersangka mengijinkan, dan orang itu sendiri

menghendakinya.

(3) Sekalipun tanpa ijin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat

(2)pasal ini, dapat diperkenankan oleh penyidik untuk memberi

keterangan.

Pasal 8

Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-

undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung

dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

Pasal 9 …
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Pasal 9

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2)

Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam

perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan

dapat memberi ijin kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada

Bank tentang keadaan keuangan dari tersangka.

(2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1),

Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan

keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka.

(3) Ketentuan mengenai perincian tersebut dalam kedua ayat (1) dan(2)

diatas, harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak tanggal penerimaan permintaan ijin itu oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 10

Dalam pemeriksaan pendahuluan saksi dilarang menyebut nama/alamat

atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang

bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada

tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara

itu untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-

barang lain yang dipandang perlu untuk diperiksa dan penyidik

dapat menyitanya.

(2) Mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum harus

merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan

atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan

surat-surat atau bagian surat-surat atau bagian surat-surat yang

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kecuali petugas agama.

Pasal 12 …


